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KAJIAN TEORITIK

A\. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan
penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam

mengkaji penelitian yang dilakukan.

Diantara Penelitian terdahulu sebagai penguatan dan pertimbangan penelitian
ini adalah diambil dari thesis yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat
Indonesia) “ oleh Adi Nugroho. Berdasarkan dari analisis hasil penelitian dan
pembahasan yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor biaya
overhead, dan bagi hasil Dana Pihak Ketiga (DPK) secara signifikan
mempengaruhi margin murabahah, sedangkan volume pembiayaan murabahah
dan profit target tidak berpengaruh terhadap margin pembiayaan murabahah
walaupun terdapat korelasi.

Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama mengangkat topik
tentang penetapan profit margin pada produk pembiayaan murabahah. Perbedaan
penelitian yang sekarang dengan penelitian yang terdahulu terletak pada objek
penelitian, jika peneliti terdahulu pada Bank Muamalat Indonesia, objek peneliti
sekarang adalah BPRS Madinah Lamongan, serta faktor yang diteliti pada

penelitian sekarang yaitu cost of fund,biaya overhead, risk cost dan jenis Agunan
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sedangkan penelitian terdahulu faktor yang diteliti adalah biaya overhead, volume

pembiayaan murabahah, profit target dan bagi hasil dana pihak ketiga.

Selain itu juga diambil dari penelitan yang dilakukan oleh Nurul
Za’imatun Nisa’ yang berjudul Analisis Penetapan Profit Margin Pada Produk
Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada KJKS BMT Usaha Artha Sejahtera
Pamotan Kabupaten Rembang) dan penelitian dari Iwan Rustiawan, yang
berjudul Pelaksanaan Penetapan Profit Margin pada Produk Pembiayaan

Murabahah di Bank BTPN Syariah Unit Bisnis Wisma Cikampek

Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan
judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat
beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada
penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa tabel beberapa

jurnal dan Tesis terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Untuk lebih Jelasnya bisa dilihat tabel dibawah ini :



Tabel 2.1

(Penelitian Terdahulu)
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Persamaan Perbedaan Penelitian
Nama
Judul Meneliti
Peneliti Dari Segi : Dahulu Sekarang
Tentang:
Adi Faktor-faktor | Margin . Metodelogi . Kuantitatif |1. Kualitatif
Nugroho | yang Pembiayaan . Objek . PT. Bank (Studi
, 2005 Mempengaru | Murabahah Penelitian Muamalat Kasus)
hi Margin . Klasifikasi Indonesia 2. BPRS
Pembiayaan Agunan . Tanpa Madinah
Murabahah . Faktor. Klasifikasi Lamongan
(Studi Kasus . Pengaruh  |3. Klasifikasi
pada PT. Umum dan
Bank SK
Muamalat 4. Dominasi
Indonesia) Pengaruh
Analisis Penetapan 1. Metodeloi . Kuantitatif |1. Kualitatif
Nurul Penetapan Profit Margin Objek . KIKS BMT |2. BPRS
Za’imatu | Profit Margin | Pada Produk Penelitian Usaha Madinah
n Nisa’, | Pada Produk | Pembiayaan 2. Klasifikasi Artha Lamongan
2014 Pembiayaan | Murabahah Agunan Sejahtera |3. Klasifikasi
Murabahah 3. Faktor. Pamotan Umum dan
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(Studi  Kasus Kabupaten SK
Pada KJKS Rembang |4. Dominasi
BMT Usaha . Tanpa Pengaruh
Artha Klasifikasi
Sejahtera . Pengaruh
Pamotan
Kabupaten
Rembang)
Penetapan . Metodelogi . Kuantitatif |1. Kualitatif
Profit Margin . Objek . Bank (Studi
Pelaksanaan
pada Produk Penelitian BTPN Kasus)
Penetapan
Pembiayaan . Klasifikasi Syariah 2. BPRS
Profit Margin
Murabahah Agunan Unit Bisnis Madinah
pada Produk
Iwan . Faktor Wisma Lamongan
Pembiayaan
Rustiaw . Sudut Cikampek |3. Klasifikasi
Murabahah di
an, 2013 Pandang . Tanpa Umum dan
Bank BTPN
Klasifikasi SK
Syariah Unit
. Pengaruh 4. Dominasi
Bisnis Wisma
. Hukum Pengaruh
Cikampek
Figih 5. Operasional

Muamalah
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B. Kerangka Teoritik

Penetapan nilai margin ialah Penetapan keuntungan dari harga jual
sejumlah tertentu dangan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil,
biaya-biaya yang ditanggung termasuk antisipasi timbulnya kemacetan dan jangka
waktu pengembalian. Sedangkan rasio margin keuntungan menurut pendapat
Hariyadi merupakan ukuran kemampuan manajemen untuk mengendalikan biaya
operasional dalam hubungannya dengan penjualan. Makin rendah biaya operasi
per rupiah penjualan, makin tinggi margin yang diperoleh. Rasio margin
keuntungan dapat pula menggambarkan kemampuan perusahaan dalam
menetapkan harga jual suatu produk, relatif terhadap biaya-biaya yang

dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut.

Adiwarman Karim dalam bukunya Bank Islam: Analisis Figih dan
Keuangan memberikan definisi terkait margin keuntungan yang diterapkan di
bank syariah, yakni persentasi tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan
margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360
hari; perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12
bulan, hal tersebut berlaku pada seluruh Lembaga Keuangan Islam termasuk

BPRS.
1. Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan

Bank yang dibawahi oleh dewan kebijakan moneter, yang melakukan

! Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, Cet. 1 (Jakarta:
Sinar Grafika, 2012), 17.
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kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam atau syariah, tanpa
menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi pada

masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan berdasarkan UU
No 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan pemerintah (PP) no.72
tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Serta berdadarkan
pada butir 4 pasal 1 UU. No 10 tahun 1998, pengganti UU no 7 tahun 1992
tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah
(BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas

pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melakukan kegiatan usaha
berdasrkan prinsip Syariah selanjutnya diatur menurut surat keputusan
Direktur Bank Indonesia No0.32/36/KEP/DIR/1999. Tanggal 12 Mei 1999

tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip Syari’ah.

2. Kegiatan dan Produk-produk Bank Perkreditan Rakyat Syariah
a. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah
Sebagai lembaga keuangan syariah pada dasarnya Bank Perkreditan
Rakyat Syariah (BPRS) dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang
serupa dengan bank-bank umum syariah. Namun demikian, sesuai
UU Perbankan No. 10 tahun 1998, BPR Syariah hanya dapat

melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk
lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Memberikan kredit.

Menyediakan  pembiayaan dan penempatan dana
berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank
Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau
tabungan pada bank lain.

Kegiatan yang dilarang (Berdasarkan pasal 14 UU No.17
tahun 1992)

Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam
lalu lintas pembayaran

Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing
Melakukan penyertaan modal

Melakukan usaha perasuransian

10) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana

disebutkan pada kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh

BPRS.

Adapun Produk-produk yang ditawarkan BPR Syariah secara garis

besar adalah:
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1) Funding, yakni bank menghimpun atau mengumpulkan
dana dari nasabah yang memiliki banyak uang dalam
bentuk simpanan berdasarkan konsep syariah.

a) Tabungan wadi’ah

Bank menerima tabungan pribadi maupun badan usaha
dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan yang
digunakan sama yakni wadi’ah. Bank akan memberikan
kadar profit kepada nasabah yang dihitung harian dan
dibayar setiap bulan.

b) Deposito wadi’ah / deposito mudharabah

Bank menerima deposito berjangka pribadi maupun badan
usaha. Akad penerimaannya wadi’ah atau mudharabah,
dimana bank menerima dana yang digunakan sebagai
penyertaan sementara dalam jangka 1 bulan, 3 bulan, 6
bulan, 12 bulan, dst. Deposan yang menggunakan akad
wadi’ah mendapat nisbah bagi hasil keuntungan lebih kecil
dari mudharabah bagi hasil yang diterima dalam
pembiayaan nasabah setiap bulan

2) Penyaluran Dana. BPRS melakukan penyaluran dana yang
di simpan dari masyarakat yang surplus, agar dapat
produktif atau untuk konsumtif kepada pihak bank dengan
bagi hasil atau margin yang ditentukan dalam agad:

a) Pembiayaan mudharabah
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Perjanjian antara pemilik dana (pengusaha) dengan
pengelola dana (bank) yang keuntungannya dibagi menurut
rasio sesuai dengan kesepakatan. Jika mengalami kerugian
maka pengusaha menanggung kerugian dana, sedangkan
bank menanggung pelayanan materiil dan kehilangan
imbalan kerja.

b) Pembiayaan musyarakah

Perjanjian antara pengusaha dengan bank, dimana modal
kedua pihak digabungkan untuk sebuah usaha yang dikelola
bersama-sama. Keuntungan dan Kkerugian ditanggung
bersama sesuai kesepakatan awal.

c) Pembiayaan bai bitsaman ajil

Proses jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank
menalangi lebih dulu pembelian suatu barang oleh nasabah,
kemudian nasabah akan membayar harga dasar barang dan
keuntungan yang disepakati bersama.

d) Pembiayaan murabahah

Perjanjian antara bank dan nasabah, dimana bank
menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau
modal kerja yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar
kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli
bank plus margin keuntungan saat jatuh tempo).

e) Pembiayaan gardhul hasan
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Perjanjian antara bank dan nasabah yang layak menerima
pembiayaan kebajikan, dimana nasabah yang menerima
hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk
memberikan ZIS.
f) Pembiayaan Istishna’
Pembiayaan dengan prinsip jual beli, dimana BPRS akan
membelikan barang kebutuhan nasabah sesuai kriteria yang
telah ditetapkan nasabah dan menjualnya kepada nasabah
dengan harga jual sesuai kesepakatan kedua belah pihak
dengan jangka waktu serta mekanisme pembayaran /
pengembalian disesuaikan dengan kemampuan / keuangan
nasabah.
g) Pembiayaan Al-Hiwalah
Penggambil alihan hutang nasabah kepada pihak ketiga yang
telah jatuh tempo oleh BPRS, dikarenakan nasabah belum
mampu untuk membayar tagihan yang seharusnya digunakan
untuk melunasi hutangnya. Pembiayaan ini menggunakan
prinsip pengambil alihan hutang, dimana BPRS dalam hal ini
akan mendapatkan ujroh / fee dari nasabah yang besar dan
cara pembayarannya berdasarkan kesepakatan kedua belah
pihak.

3. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan Murabahah
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Pembiayaan murabahah merupakan bentuk pembiayaan
berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan
keuntungan (margin) tertentu yang ditambahkan diatas biaya
perolehan, di mana pelunasannya dapat dilakukan secara tunai maupun
angsuran.? Murabahah adalah suatu pembiayaan dengan akad jual beli
barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati,
dimana penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan

menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.’

Bank-bank Islam mengambil murabahah untuk memberikan
pembiayaan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang
walaupun Klien tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk
membayar. Murabahah, sebagaimana digunakan dalam perbankan
Islam, ditemukan terutama berdasarkan dua unsur, yaitu yang pertama
adalah harga beli dan biaya yang terkait, dan yang kedua adalah

kesepakatan berdasarkan mark-up (keuntungan).*

Adapun kelebihan kontrak murabahah (pembayaran yang

ditunda) adalah sebagai berikut®

1) Pembeli mengetahui semua biaya yang semestinya, serta

mengetahui harga pokok barang dan keuntungan (mark-up)

2 Diana, Yumanita. Bank Syariah: Gambaran Umum. (Jakarta: PPSK-BI, 2005), 27.
% Syafi’i Antonio dan kawan. Bank Syariah (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 101.
* Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga, 138.

% Ibid., 139
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3)
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yang diartikan sebagai prosentase harga keseluruhan dan
ditambah biaya-biayanya.

Subyek penjualan adalah barang atau komoditas.

Subyek penjualan hendaknya memiliki penjual dan dimiliki
olehnya dan ia hendaknya mampu mengirimkannya kepada
pembeli.

Pembayaran yang ditunda

b. Bank-bank Islam pada umumnya menggunakan murabahah sebagai

metode utama pembiayaan, yang merupakan hampir tujuh puluh

lima persen dari asetnya. Beberapa alasan diberikan popularitas

murabahah dalam pelaksanaan investasi perbankan Islam di

antaranya:

1)

2)

3)

Murabahah adalah mekanisme penanaman modal jangka
pendek jika dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah
atau musyarakah

Mark-up dalam murabahah dapat ditetapkan dengan cara
menjamin  bahwa bank mampu  mengembalikan
dibandingkan dengan bank-bank yang beroperasi dengan
system bunga, di mana bank-bank Islam sangat kompetitif.
Murabahah menghindari ketidakpastian yang dilekatkan
dengan perolehan usaha berdasarkan system profit and loss

sharing.
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4) Murabahah tidak mengijinkan bank Islam untuk turut
campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah
partner dengan Kklien tetapi hubungan mereka adalah
hubungan keditur dengan debitur.

Gambar 2

Proses Pembiayaan Murabahah
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2. Beli Barang Tunai PENJUAL 3c. Kirim Barang

Sumber : Yumanita (2005:28)

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu jenis pembiayaan
yang terdapat pada perbankan syariah yang mempunyai beberapa

syarat, antara lain:

1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.

2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang



3)

4)

5)

6)
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ditetapkan.

Kontrak harus bebas dari riba.

Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat

atas barang sesudah pembelian.

Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan

dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara

utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), dan (e) tidak

dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

a) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.

b) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan
atas barang yang dijual.

c) Membatalkan kontrak.

Sedangkan ketentuan umum murabahah dalam perbankan

syariah dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.59:

1)

2)

Mourabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa
pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank
melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari
nasababh.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau
tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang
dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli

tidak dapat membatalkan pesanannya. Apabila aktiva



3)

4)

5)

6)

7)
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murabahah yang telah dibeli bank (sebagai penjual) dalam
murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai
sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai
tersebut menjadi beban penjual (bank) dan penjual (bank)
akan mengurangi nilai akad.

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau
cicilan. Selain itu, dalam murabahah juga diperkenankan
adanya perbedaan dalam harga untuk cara pembayaran yang
berbeda.

Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah
mempercepat pembayaran cicilan; atau melunasi piutang
murabahah sebelum jatuh tempo.

Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual
sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank
mendapat potongan dari pemasok maka potongan itu
merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi
setelah akad maka pembagian potongan tersebut dilakukan
berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad.

Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas
piutang murabahah, antara lain dalam bentuk barang yang
telah dibeli dari bank.

Bank dapat meminta kepada nasabah urbun sebagai uang

muka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak



8)

9)
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bersepakat. Urbun menjadi bagian pelunasan piutang
murabahah apabila murabahah jadi dilaksanakan. Tetapi
apabila murabahah batal, urbun dikembalikan kepada
nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan
kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian
bank maka bank dapat meminta tambahan dari nasabah.
Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang murabahah
sesuai dengan yang diperjanjikan, bank berhak mengenakan
denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak
mampu melunasi. Denda diterapkan bagi nasabah mampu
yang menunda pembayaran. Denda tersebut didasarkan pada
pendekatan ta zir yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin
terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang
diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda
diperuntukkan sebagai dana sosial (gqardhul hasan).

Transaksi murabahah memiliki beberapa manfaat dan resiko
yang harus diantisipasi sesuai dengan sifat bisnisnya
(tijarah). Salah satu manfaatnya adalah keuntungan yang
muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual
kepada nasabah. Selain itu, sistem pembiayaan murabahah
sangatlah sederhana, di mana hal tersebut memudahkan

penanganan administrasinya di bank syariah.
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c. Penetapan Harga dan Profit Margin

Harga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan memegang
peranan penting dalam menetapkan profit margin  pembiayaan
murabahah pada perbankan syari’ah. Karena Murabahah merupakan
akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan
keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
Sehingga tingkat margin keuntungan yang ditetapkan perusahaan akan
berpengaruh pada harga sebuah produk yang ditawarkan kepada

nasabah.

1) Metode-metode Penentuan Harga Jual dan Profit Margin
Menurut Muhammad, ada beberapa metode penentuan profit
margin yang dapat diterapkan dalam pembiayaan di bank
syariah di antaranya:

a) Penerapan Mark-up Pricing untuk Pembiayaan Syariah
Jika bank syariah hendak menerapkan metode mark-up
pricing, metode ini hanya tepat jika digunakan untuk
pembiayaan yang sumber dananya dari Restricted
Investment Account (RIA) atau Mudharabah Mugayyadah
sebab akad mudharabah mugayyadah adalah akad di mana
pemilik dana menuntut adanya kepastian hasil dari modal
yang diinvestasikan.

b) Penerapan Target Return Pricing untuk Pembiayaan

Syariah
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Bank syariah beroperasi dengan tidak menggunakan
bunga. Mekanisme operasional dalam memperoleh
pendapatan dapat dihasilkan berdasarkan klasifikasi akad,
yaitu akad yang menghasilkan keuntungan secara pasti,
disebut natural certainty contract, dan akad yang
menghasilkan keuntungan yang tidak pasti, disebut
natural uncertainty contract. Jika pembiayaan dilakukan
dengan akad natural certainty contract, maka metode
yang digunakan adalah required profit rate (rpr): rpr =
n.v (di mana n: tingkat keuntungan dalam transaksi tunai,
v: jumlah transaksi dalam satu periode). Jika pembiayaan
dilakukan dengan akad natural uncertainty contract, maka
metode yang digunakan adalah expected profit rate (epr).
epr diperoleh berdasarkan:

a) Tingkat keuntungan rata-rata pada industri sejenis

b) Pertumbuhan ekonomi

c) Dihitung dari nilai rpr yang berlaku di bank yang

bersangkutan

Perhitungannya:

Nisbah bank = e p r / expected return bisnis yang

dibiayai*100%

Actual return bank = nisbah bank + actual return

bisnis
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d. Penetapan Margin Keuntungan Bank Syariah

Bank syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk-
produk pembiayaan yang berbasis Natural Certainty Contracts (NCC),
yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari
segi jumlah (amount), maupun waktu (timing), seperti pembiayaan
murabahah, ijarah, salam dan istishna’. Referensi margin keuntungan
pada bank syari’ah adalah margin keuntungan yang ditetapkan dalam

rapat ALCO Bank Syari’ah.

Asset/ Liability Management Committee (ALCO). Organisasi
dari fungsi ALCO di bank yang kecil dapat terdiri dari Direktur Utama
dan beberapa manajer kunci yang aktif dalam keputusan-keputusan
kredit, investasi dan pasar uang. Di dalam bank yang lebih besar,
ALCO dapat terdiri dari para manajer pos-pos utama dari neraca,
Direktur Utama, Kepala Bagian Keuangan dan Akunting, Kepala
Divisi Kredit, Manajer Investasi, Kepala Bagian Deposit dan fungsi
liabilitas, ekonom dan supervisi kebijakan kredit. Tanggung jawab
ALCO biasanya meliputi pemberian arahan umum mengenai
penguasaan dan pengalokasian dana-dana untuk memaksimumkan

pendapatan, dan memastikan permintaan dan sumber dana.

Dengan demikian ALCO mempunyai akses kepada liabilitas
dan strategi pricing atas pinjaman, membangun praktek penguasaan

dana-dana dan pilihan untuk pengalokasian pinjaman, memantau
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spread, distribusi asset/ liabilitas, jangka waktu, bagaimana dealing
dengan secondary reserve untuk kegiatan Pasar Uang, me-review
variasi anggaran, dan yang paling penting adalah menyusun action
plan berdasarkan sebab-sebab terjadinya variasi. Secara umum,
tanggung jawab ALCO adalah mengelola posisi dan alokasi dana-dana
bank agar tersedia likuiditas yang cukup, memaksimalkan profitabilitas
dan meminimalkan resiko. Penetapan margin keuntungan pembiayaan
berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari Tim ALCO Bank

Syari’ah, dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

1) Direct Competitor’s Market Rate (DCMR)
Yang dimaksudkan dengan Direct Competitor’s Market Rate
(DCMR) adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan
syari’ah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank
syari’ah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok
competitor langsung, atau tingkat margin keuntungan bank syari’ah
tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai Competitor
langsung terdekat.

2) Indirect Competitor’s Market Rate (ICMR)
Yang dimaksud dengan Indirect Competitor’s Market Rate (ICMR)
adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau
tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang
dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok competitor tidak

langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional
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4)

5)
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tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai competitor
tidak langsung yang terdekat.

Expected Competitive Return for Investors (ECRI)

Yang dimaksud Expected Competitive Return for Investors (ECRI)
adalah target bagi hasil competitive yang diharapkan dapat
diberikan kepada dana pihak ketiga.

Acquiring Cost

Yang dimaksud Acquiring Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh
bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana
pihak ketiga.

Overhead Cost

Yang dimaksud Overhead Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh
bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh
dana pihak ketiga.

Overhead Cost = Total biaya (di luar biaya dana x 100%

Total earningassets (total aktiva produktif)

DCMR
Acquiring Cost
Referensi
ICMR + = Margin
Keuntunga
Overhead
n
ECRI

(Karim, 2004:254).
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Setelah memperoleh referensi margin keuntungan, bank
melakukan penetapan harga jual. Harga jual adalah penjumlahan harga

beli/ harga pokok/ harga perolehan bank dan margin keuntungan.

Referensi Margin + Harga Beli Bank = Harga Jual

Keuntungan

Perlu diketahui, bahwa harga jual produk pembiayaan murabahah ini
tidak fixed, tetapi bisa dinegosiasikan dengan debitur yaitu dengan

melihat kemampuan dari debitur itu sendiri.

e. Penetapan Harga Jual Murabahah yang Efisien

Bank-bank syariah pada umumnya pada telah menggunakan
murabahah sebagai model pembiayaan yang utama. Praktik pada bank
syariah Indonesia, portofolio pembiayaan murabahah mencapai 70-
80%. Kondisi demikian ini tidak hanya di Indonesia, namun juga

terjadi pada bank-bank syariah, seperti di Malaysia dan Pakistan.

Dengan penetapan margin keuntungan murabahah yang tinggi,
secara tidak langsung akan dapat menyebabkan inflasi yang lebih besar
daripada yang disebabkan oleh suku bunga. Oleh karena itu, perlu
dicari format atau formula yang tepat, agar nilai penjualan dengan
murabahah tidak mengacu pada sikap mengantisipasi kenaikan suku

bunga selama masa pembayaran cicilan. Karena, mengkaitkan margin
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keuntungan murabahah dengan perbankan konvensional, baik di

atasnya maupun dibawahnya, tetaplah bukan cara yang baik.

Sebaiknya, penetapan harga jual murabahah dapat dilakukan
dengan cara Rasulullah ketika berdagang. Dalam menentukan harga
penjualan, Rasul secara transparan menjelaskan berapa harga belinya,
berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk setiap komoditas dan berapa
keuntungan wajar yang diingankan. Cara yang dilakukan oleh
Rasulullah ini dapat dipakai sebagi salah satu metode bank syariah
dalam menetukan harga jual produk murabahah. Dengan demikian,
secara matematis harga jual barang oleh bank kepada calon nasabah

pembiayaan murabahah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Harga Jual Bank = Harga Beli Bank + Cost Recovery + Keuntungan
Cost Recovery = Proyeksi Biaya Operasi : Target Volume Pembiayaan

Margin dalam persentase = Cost Recovery + Keuntungan X 100%

Harga Beli Bank

Setelah angka-angka tersebut didapat, barulah prosentase margin
ini dibandingkan dengan suku bunga. Jadi, suku bunga hanya dijadikan
benchmark. Agar pembiayaan murabahah kompetitif, margin
murabahah tadi harus lebih kecil dari bunga pinjaman. Jika masih lebih
besar, maka yang harus dimainkan adalah dengan memperkecil cost

recovery dan keuntungan yang diharapkan.

f. Risiko Pembiayaan Murabahah
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Pada risiko kredit kerugian atau risiko terjadi akibat dari
kegagalan debitur yang tidak dapat diperkirakan atau karena debitur
tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau

penurunan kualitas kredit pada nasabah.®

Seperti yang telah dijelaskan diatas, pembiayaan murabahah
merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan
barang diawal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk
angsuran maupun dalam bentuk lump sum (sekaligus). Dengan
demikian, Pada pemberian pembiayaan murabahah dengan jangka
waktu panjang menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada

dana pihak ketiga.

Sedang pada pembiayaan murabahah risiko bisa terjadi yang
berakibat pada bank, diantara kemungkinan risiko yang harus

diantisipasi dalam pembiayaan murabahah antara lain:’

1) Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar
angsuran.

2) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu
barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk
nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli

tersebut.

® Suhardjono, Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Menengah, (Yogyakarta: UPP AMP YPKPN
2003), 74.

" Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001),
107
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3) Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak
oleh nasabah karena berbagai sebab antara lain rusak
dalam perjalanan.

4) Dijual; karena pembiayaan murabahah bersifat jual beli
dengan utang, maka ketika kontrak ditanda tangani,
barang itu menjadi.

Dalam analisis risiko pembiayaan yang terkait dengan risiko
pembiayaan murabahah, menggunakan analisis risiko yang berbasis
Natural Certainty Contracts yaitu mengidentifikasi dan menganalisis
dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan
yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan

berbasis Natural Certainty Contracts.

g. Pengakuan ansuran harga jual

Angsuran harga jual terdiri dari angsuranharga beli/harga pokok
dan angsuran marjin keuntungan. Pengakuan angsuran dapat dihitung

dengan menggunakan empat metode:

1) Metode marjin keuntungan menurun (sliding)
Merupakan keuntungan marjin keuntungan yang semakin menurun
sesuai dengan menurunya harga pokok sebagai akibat adanya
cicilan/angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan
marjin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin

menurun.
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3)

4)
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Marjin keuntungan rata-rata

Merupakan marjin keuntungan menurun yang perhitunganya secara
tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan marjin keuntungan)
dibayar nasabah tetap setiap bulan.

Marjin keuntungan flat

Merupakan perhitungan marjin keuntungan terhadap nilai harga
pokok pembiayaansecara tetap dari satu periode kepriode lainya,
walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya
angsuran harga pokok.

Marjin keuntungan annuitas

Merupakan marjin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan
secara annuitas, perhitungan annuitas adalah suatu cara
pengembalian dengan pembayaran angsuran harga pokok dan

marjin keuntungan secara tetap.

Persyaratn untuk perhitungn marjin keuntungan

Marjin keuntungan = f (plafod) hanya bias dihitung apabila

komponen-komponen yang dibawah ini tersedia:

1) Jenis perhitungan marjin keuntungan

2) Plafod pembiayaan sesuai jenis

3) Jangka waktu pembiayaan

4) Tingkat marjin keuntungan pembiayaan
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5) Pola tagihan atau jatuh tempo tagihan (baik harga pokok maupun

marjin keuntungan)

I. Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan

Bank Syariah menerapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-
produk pembiayaan yang berbasis natural umcertanty contracts (NUC),
yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendpatan (return),
baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti mudorobah dan

musyarakah.

Penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentuka dengan

mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Referensi tingkat marjin keuntungan Merupakan referensi tingkat
marjin keuntungan yang ditetapkan oleh rapat ALCO
2) Perkiraan tingkat keuntungan bisnis yang dibiayai Perkiraan tingkat
keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan
mempertimangkan sebagai berikut.:
a) Perkiraan penjualan
b) Lama cash to cash cycle
c) Perkiraan biaya-biaya langsung
d) Perkiraan biaya-biaya tidak langsung

e) Delayed factor
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Terdapat tiga metode dalam menentukan nisbah bagi hasil

pembiayaan yakni:

1)

2)

3)

Penentuan nisbah bagi hasil keuntungan

Nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bankdi tentukan
berdasarkan perkiraan keuntungan yang diperoleh nasabah
dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah
ditetapkan dalam rapat ALCO

Penentuan nisbah bagi hasil pendapatan

Nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan
berdasarkan pada perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah
dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah
ditetapkan dalam rapat ALCO.

Penentuan nisbah bagi hasil penjualan.

Nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan
berdasarkan pada perkiraan penerimaan penjualan yang
diperoleh nasabah dibagi dengan pokok pembiayaan dan
referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat

ALCO.

Penentuan angsuran pokok dapat dilakukan dengan cara sebagai

berikut:

1)

2)

Pembiayaan berjangka waktu dibawah satu tahun
Pembiayaan pokok pembiayaan dengan jangka waktu kurang

dari satu tahun dilakukan pada saat jatuh tempo.
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3) Penbiayaan berjangka waktu di atas satu tahun

4) Pembayaran pokok pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari
satu tahun wajib diansur secara proporsional selama jangka
waktu pembiayaan. Proporsional adalah pembayaran angsuran

sesuai dengan arus kas dari usaha nasabah.

. Pengertian dan Fungsi Agunan

Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta
benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat
pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Agunan
dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang
ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup
usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk Agunan jenis ini, diperlukan
kemampuan analisis dari officer pembiayaan untuk menganalisa circle
live usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan
debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan

berdasarkan prinsip-prinsip syariah.?

Agunan dalam pembiayaan memilki dua fungsi yaitu Pertama,
untuk pembayaran hutang seandainya terjadi waprestasi atas pihak
ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual Agunan tersebut.

Kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator

8 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta : PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2003), 281
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penentuan jumlah pembiayaaan yang akan diberikan kepada pihak
debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta

yang dijaminkan.

Agunan secara umum berfungsi sebagai Agunan pelunasan
kredit/pembiayaan. Agunan pembiayaan berupa watak, kemampuan,
modal, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan Agunan
immateriil yang berfungsi sebagai first way out. Dengan Agunan
immateriil tersebut dapat diharapkan debitur dapat mengelola
perusahaannya dengan baik sehingga memperolen pendapatan
(revenue) bisnis guna melunasi pembiayaan sesuai yang diperjanjikan.
Agunan pembiayaan berupa agunan bersifat kebendaan (materiil)
berfungsi sebagai second way out. Sebagai second way out,
pelaksanaan penjualan/eksekusi agunan baru dapat dilakukan apabila
debitur gagal memenuhi kewajibannya melalui first way out.® Menurut

Prof soebekti Agunan yang baik dapat dilihat dari :*°

1) Dapat membantu memperoleh pembiayaan bagi pihak ketiga,
2) Tidak melemahkan potensi pihak ketiga untuk menerima

pembiayaan guna meneruskan usahanya,

% Prof Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta:
Sinar Grafika), 44.

0 prof Soebekti, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia,
(Bandung: Alumni), 29.
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3) Memberikan kepastian kepada bank untuk mengeluarkan
pembiayaan dan mudah diuangkan apabila terjadi

wanprestasi.

K. Penilaian Nasabah
Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah
bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang
berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia

perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan5C + 1 S , yaitu :**

1) Character

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima
pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa

penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

2). Capacity

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima
pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan
catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung
dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko,

karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

3). Capital

1 BPRS PNM Al-Ma’soem, “Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah ”.( Bandung :
BPRS PNM Al-Ma’soem, 2004),5.
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Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon
penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara
keseluruhan yang ditujukan oleh rasio finansial dan penekanan pada

komposisi modalnya.

4). Collateral

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian
ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko
kegagalan pembayaran tercapai terjadi , maka jaminan dapat dipakai

sebagai pengganti dari kewajiban.

5). Condition

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di
masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis
usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut
karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha

calon penerima pembiayaan.

6). Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan
dibiayaai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai

dengan fatwa DSN.
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4. Konsep Agunan Dalam Hukum Islam

Dalam hukum islam berkaitan dengan Agunan utang dikenal
dengan dua istilah yaitu kafalah dan rahn. Kafalah adalah Agunan
yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk
memenuhi  kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung
(makful’anhu). Menurut bank Indonesia, kafalah adalah akad
pemberian Agunan (makful ‘alaih) yang diberikan satu pihak kepada
pihak lain, dimana pemberi Agunan bertanggung jawab atas
pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima Agunan

(makful).

Sedangkan rahn menurut bahasa berarti al-tsubut dan al-habs,
yaitu penetapan dan penahanan. Adapula yang menjelaskan bahwa
rahn adalah terkurung atau terjerat.** Secara istilah yaitu, menjadikan
barang yang mempunyai nilai harta menurut ajaran islam sebagai
Agunan utang, sehingga orang yang bersangkutan dapat mengambil
piutang atau mengambil sebagian manfaat barang itu. Menurut Dewan
Syaria Nasional, Rahn yaitu menahan barang sebagai Agunan atas
hutang.®* Sedangkan menurut Bank Indonesia, Rahn adalah akad
penyerahan barang/harta dari nasabah kepada bank sebagai Agunan

sebagian atau seluruh utang.

a. Penilaian dan Pengikatan Agunan

2 Hendi Suhendi, Figih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Perss, 2010), 105.
'3 Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/I11/2002.
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Agunan yang diberikan selanjutnya perlu dilakukan appraisal
guna mengetahui seberapa besar nilai harta yang dijaminkan. Penilaian
atau appraisal didefinisikan sebagai proses menghitung atau
mengestimasi nilai harta Agunan. Proses dalam memberikan suatu
estimasi didasarkan pada niali ekonomis suatu harta Agunan baik
dalam bentuk properti berdasarkan hasil analisa fakta-fakta obkjektif
dan relevan dengan menggunakan metode yang berlaku. Barang

Agunan dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu :

a) tangible ( berwujud) seperti tanah, kendaraan, mesin,
bangunan dll

b) Intangible ( tidak berwujud) seperti hak paten, Franchise,
merk dagang, Hak cipta dll

c) Surat-surat berharga.

Adapun dasar penilaian sebuah Agunan di dasarkan atas

beberapa hal yaitu :

1) Nilai pasar ( Market Value) yaitu perkiraan jumlah uang yang
dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran
suatu properti pada tanggal penilaian antara pembeli yang
berminat membeli dan penjual yang berminat menjual dalam
suatu transaksi bebas ikatan yang penawarannya diakukan
secara layak diama kedua belah pihak masing-masing

mengetahui dan bertindak hati-hati tanpa paksaan



2)

3)

4)

5)

6)
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Nilai baru ( reproduction) adalah nilai baru atau baya
penggantian baru adalah perkiraan jumlah uang yang
dikeluarkan untuk pengadaan pembangunan/penggantian
properti baru yang meliputi baiaya, upah buruh dan biaya-
biaya lain yang terkait.

Nilai Wajar (Depreciated Replacement cost) adalah perkiraan
jumlah uang yang diperoleh dari perhitungan biaya
reproduksi baru dikurangi biaya penyusutan yang terjadi
karena kerusakan fisik, kemunduran ekonomis dan fungsional
Nilai Asuransi adalah nilai perkiraan jumlah uang yang
diperoleh dari perhitungan biaya pengganti baru dari bagian-
bagian properti yang perlu diasuransikan dikurangi
penyusutan karena kekurangan fisik

Nilai Likuidasi adalah perkiraan jumlah uang yang diperoleh
dari transaksi jual beli properti dipasar dalam waktu terbatas
dimana penjual terpaksa menjual.

Nilai buku adalah niali aktiva yang dicatat dalam pembukuan
yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan atau

pengembalian niali-nilai aktiva.
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Kedudukan Agunan atau kolateral bagi pembiayaan memiliki

karakteristik khusus. Tidak semua properti atau harta dapat dijadikan

Agunan pembiayaan, melainkan harus memenuhi unsur MAST vyaitu:**

1)

2)

3)

4)

5)

Marketability yakni adanya pasar yang cukup luas bagi
Agunan sehingga tidak sampai melakukan banting harga
Ascertainably of value yakni Agunan harus memiliki standar
harga tertentu

Stability of value yakni harta yang dijadikan Agunan stabil
dalam harga atau tidak menurun nilainya

Transferability yaitu harta yang dijaminkan mudah dipindah
tangankan baik secra fisik maupun yuridis

Secured yakni barang yang dijaminkan dapat diadakan
pengikatan secara yuridis formal sesuai dengan hukkum dan
perundang-undangan  yang berlaku apabila terjadi

wanprestasi.

b. Pengikatan Agunan

Selanjutnya Agunan akan diikat dengan hukum pengikatan. Hal

ini mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia ( SE-BI)

No0.4/248/UPPK/PK tanggal 16 Maret 1972 disebutkan untuk benda-

benda yang tidak bergerak memakai lembaga Agunan hipotik , Hak

Tanggungan dan fiducia.

4 Budi Untung, Kredit Perbankan Di Indonesia, (Yogyakarta: Andi), 58
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Hipotik adalah hak kebendaan atas benda tetap tertentu milik
orang lain yang secara khusus diperikatkan untuk memberikan suatu
tagihan, hak untuk didahulukakn di dalam mengambil pelunasan
eksekusi atas barang tersebut. Dasar hukum pengikatan ini adalah kitab

undang-Undang Hukum perdata pasal 11162.

Pengikatan / Hipotik akibat perikatan pokok dapat berakir
apabila, Pertama karena pembayaran, Kedua penawaran pembayaran
tunai diikuti dengan penyimpanan dan penitipan, Ketiga pembaruan
hutang, Keempat penjumpaan hutang atau kompensasi, Kelima
pencampuran hutang, Keenam pembebasan hutang, Ketujuh
musnahnya barang yang terhutang, Kedelapan pembatalan, Kesembilan

berlakunya suatu syarat batal, Kesepuluh lewat batas waktu.

Hapusnya Hipotik akibat perikatan pokok dilakukan oleh kantor
pertanahan atas permintaan debitur yang biasa disebut dengan Roya.
Selain itu Hipotik dapat berakir bila penetapan hakim dan pelepasan

hipotik oleh si penghutang.

Sedangkan hak tanggungan adalah Agunan atas tanah untuk
pelunasan hutang tertentu, yang memeberikan kedudukan yang
diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur-kreditur lain. Hak
tanggungan memberikan hak preference pada pemegang terhadap
krediturnya yang lain yaitu diutamakan dalam pengembalian

hutangnya dari penjualan barang harta Agunan yang dilelang. Dasar



52

hukum pengikatan ini adalah UU no 4 tahun 1996 tangal 9 april 1996

mengenai hak tanggungan.

Hapusnya hak tanggungan sesuai dengan pasal 18 Undang-

undang hak tanggungan yaitu :

1) hapusnya hutang yang dijamin dengan hak tanggungan

2) Dilepasnya hak tanggungan oleh pemagang hak tanggungan

3) Pembersihan Hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat
oleh ketua pengadilan negeri

4) Hapusnya hak tanah yang dibebani oleh hak tanggungan.

Pengikatan yang lain adalah fiducia. Yang dimaksud fiducia
adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan
bahwa benda yang dimilikinya tersebut dalam kepemilikan benda. Hal
ini sesuai dengan Undang-undang No.42 tahun 1999. Pemasangan
fiducia hanya bisa dilakukan oleh pemilik barang bergerak yang
dijadikan Agunan yang dilakukan dihadapan notaris. Apabila dibuat
dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat
barang Agunan. Akta fiducia didaftarkan di kantor kanwil kehakiman
setempat dan dapat digunakan untuk mengajukan permohonan

eksekusi. fiducia ada beberapa unsur antara lain :

1) Hak Agunan

2) Benda bergerak
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3) Benda tidak bergerak khususnya bangunan
4) Tidak bisa dibebani hak tanggungan
5) Sebagai agunan

6) Untuk pelunasan hutang.

Sedangkan hapusnya fiducia disebabkan oleh hapusnya
perikatan pokok yaitu perjanjian atau pengakuan hutang yang
mendahuluinya antara lain hapusnya hutang, pelepasan hak atas
Agunan fidusia dan musnahnya barang yang menjadi objek Agunan

fiducia.

c. Ongkos atas barang Agunan

Keberadaan Agunan dalam pembiayan di perbankan syariah
tidak dapt dinafikan sangat diperlukan atau menempati posisi yang
cukup penting. Agunan memberikan secure tersendiri terhadap bank
atas nasabah pembiayaan dan dapat dijadikan benchmark plafon

jumlah pembiayaan yang akan diberikan.

Keberadaan barang Agunan sangat diperlukan menurut
Muhammad tagi usmani dalam bukunya An Introduction to Islamic
Finance mengatakan bahwa Agunan dalam transaksi murabahahpun
sangat diperlukan. Terdapat beberapa pendapat bahwa fee bisa satja
dibebankan atas Agunan karena diperlukan usaha untuk mencatat

secara tertulis atau memerlukan proses administrasi yang
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menggunakan jasa pihak-pihak lain. Akan tetapi dilain sisi terdapat

pendapat tidak membebankan fee atas barang Agunan.™

% Mufti Muhammad Tagi Usmani, An Introduction To Islamic Finance, (Pakistan :Maktaba
Ma’ariful Qur’an 2002), 129-130



